
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pernberian 
Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil 
Negara di Lingkup Pcmerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kcsejahteraan 
secara berkeadilan dan untuk mernacu 
produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, 
maka kepuda Pegawai Negeri Sipil (PNS) pcrlu 
diberikan tarnbahan penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Mentcri 
Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun '.2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Per aturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan i{e::<.iua Ata" 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan 
Dae rah; 

b. bahwa Perat urari Bupati Kolaka Nornor 2 
Tahun 2015 tentang Pernberian Tambanan 
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dacrah 
di Lingkup Pernerintah Kabupaten Kolaka dan 
Perubahannya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 
Tahun 2016 dinilai tidak sesuai lagi derrgan 
perkcmbangan dun kondiei .,, .... ·,r ;~;. 1-' J.~ (.A,.;IJ,~i,.,1..1,.,1.\..(_f.,U. J ,_._,_,l_l,.Ll,.L ... _._ ....... , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPA'fl KOLAKA, 

PEMBER.IAN TAr,iBA.HAN PENGHASILAN 
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAI<A 

BUPATI KOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR OJ TAHUN 2017 

TENT ANG 

" . 
' 



l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 teruang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pernerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

2 

Mengingat 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kab. Kolaka; 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka; 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang mernenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawa..i ASN secara tetap oleh pejabat pcmbina 
kcpegawaian untuk menduduki jabatan pernerintahan; 

9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten 
Kolaka atau dipckerjakan diluar lnstansi induknya; 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang; 

11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada 
lnstansi pemerintah; 

. I 

ME1'11UTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA 

Menetapkan: 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

I 0. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka; 
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BABIV 
KRITERIA, PENILAIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 4 
Kritcria ASN yang mendapat tambahan penghasilan, yakni : 
(1) Pejabat Struktural: 
(2) Pejabat Fungsional Tertcntu (Non Sertifikasi); dan 
(3) Pejabat Fungsional Umum. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 
(1) Mak su d dari Peracur an irn sebagai pedorna n d alarn 

pernbcr ian rambahan perrgh a.si lari bagi ASN; 
(2) T'uj ua n dari pera.turan iru adalah dalarn rangka 

peningkatan kesejariteraun dan kinerja ASN. 

(l) Pcraru ran Bu pati ini mengai ur ten tan g kriteria, penilaian 
dan bcsaran pemberian tambahan penghasilan bagi ASN; 

(2) Ker.en tu an sebagaimana dirnalcsud pada ayar (1) berlaku 
juga bagi Calon ASN. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

12. .Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
adrninistrasi perner intahan dan pembangunan; 

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas berkaitar, dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu; 

14. .Jabatan Struktural aclalah jabatan yang secara tegas tercanturn 
dalam struktur organisasi Jang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwe nang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan Iungsional yang 
dalarn pelaksanaan iugasnya dida sarkan pada keahlian acau 
kererampilan tertentu scrca bersifat mancliri dan uniuk kenaikan 
jaoatan clan pangkatnya disvaratkan dengan angka krcdit; 

16. .Jabaran Fungsional Umum adalah jabatan fungsional Pegawai 
Negeri Sipil yang pengangkaian dalarn jabatan dan kenaikan 
pangkacnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 



Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaiman a dirn aks ud 
pacla Pasal 5, dengan kct en tu an sebugai bcrikut.: 
1. Pcrnberian tambahan penghasilan ASN diperhitungkan 

besarannya per bulan, sedangkan pemotongannya diperh iturigkan 
per hari; 

2. ASN berhak rncnerirna iambahan penghasilan secara penuh, 
apabila yang bersangkutan relah rnelaksanakan kewajibannya 
selaku ASN dcngan baik setiap hari kerja clan jam kerja yang tclah 
ditentukan dengan dibukrikan daftar hadir ape! pagi dan sore 
melalui data Absensi Vingerprini serta daftar hadir masuk 
ruangan/ kerja rnelalui Absensi ]i,fanual; 

BABV 
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 8 

I 
. I 

Pasal 7 

( 1) Bagi ASN yang mernihki lebih dari 1 (saru) kr iteriu 
jabatan/ pekerjaan, m.aku tarnb ah an penghasilan 
diberikan scsuai jabatan/pekerjaan te rn lc h ir yang 
dipcrcayakan atau diberikan kepada pegawai yang 
bcrsungku tan berda.sarkan keputusan oleh pejaba t yang 
berwenang; 

(2) Bagi Pejabat pelaksana tugas (Pk), besaran tambahan 
penghasilan merigacu pada j aba tan defin it if. 

Perat.u ra n Bupati ini; 
(2) Pern ber ia n rarnbahan pcngh as ila n ASN diperhitungkan 

per bulan, baik yang rnc.lak san akari 6 (eriam] hari kerja 
dularn l (sat.u) minggu, rnaupun bagi yang rnelak sanakan 
5 (l im a] hari kerja d alarn ; (satu] m mggu i. 

penghasilan ASN sebagaiman a 
( l) tercan turu dalurn Larn p ira n 

tam bah an 
pada ayat 

(1) Be sar an 
dim aks ud 

Pasal 6 

Pasal 5 

(1) Penilaian tam bah an penghasilan ASN b erd a s ark a n 
kedisiplinan dan prestasi kerja; 

(2) Penilaia n berdasarkan kedisiplinan dan prestasi kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan waktu 
penyelesaian pekerjaan berdasarkan target, kehadiran kerja, apel 
clan ketaaian jam kerja; 
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keterangan dokter, dipotong 50% dari 
hari. 

e. Bagi PNS yang tidak mcnyampaikan SKP (Sasaran Kerj a 
PNS) pad a Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan 
potong sebesar 50o/o; 

dengan surat 
perh n.u ngan per 

sakii 

Pasal 9 

(l) T'arrib a h a n penghasilan yang di terirna ASN akan dilakukan 
pernotorigan lOO'Yo (ser atus persenj dari perhit uriga n 
besruan per hari, apabila: 
a. Tidak masuk kerja J (saru) hari pen uh tanpa keterangan; 
b. Tid ak rnas uk kerja karena cuti; 
c. Serrien rar-a melaksariakan t ugas belajar; 
cl. Tidak masuk kerja kareria menjalani kurungan / 

ta h a n ari akibat proses hukuman, rn.a u p u n h ulcum an 
yang telah diputuskan oleh pengadilan. 

(2) Tambahan penghasilan yang diterirna ASN akan 
clilakukan pcruororigan , apabila: 
a. Tidak ape! pagi dan ape! siang tanpa kererangarr/ alasan 

tidak jela s, dipotong 50% dari perhitungan per hari, 
kccuali terdapat keperluan dinas yang tidak 
mem u nglcin kan trn t u k merigilcut i apel pagi dan ape! 
siang: 

b. T'id ak masuk kerja dari Jam 08.30 s/d 14.15 WlTA bagi yang 
me l aksanakan 6 (enarn) hari kerja tanpa 
kcterangan/alasan tidak jela s, dipotong 50%, dan dari 
Jam 08.30 s/d 15.15 WITA bagi yang m e l a k sa n ak an 5 
[lima] hari k erja ranpa keterangan/ alasan ticlak jelas, 
dipotong 50% dari per hit urigan per hari, kecuali 
ter d ap at keperluan clinas yang tidak rr.cmu ngkinkan 
untuk melaksanakan pekerjaari; 

c. Tidak m a s u k kerja karcn a sakit taripa surat keterangan 
cloktcr, dipotong 75°1<, d ar i perhitungan per hari clan 
dibatasi s ampai 3 (tiga] hari kerja, selebihnya 
dia nggap tanpa keterarigan: 

d. 'I'i d ak masuk kerja kareria 

3. Tarnbahan penghasilan dikcnakan potongan pajak pcnghasilan 
(PPh) scsuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Pajak penghasilan (PPh) diperhirungkan setelah pernotongan; 
5. Nama-narna ASN yang menerima tambahan pcnghasilan 

ditetapkan dengan Kcputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) masing-rnasiug, dengan rnencanturnkan Nama, 
NlP, Kriteria .Jabatarr/Pekerjaan, dan Besarnya Tarnbahan 
Penghasilan dalam Larnpiran Keputusan tersebut, 
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Segala. bi ay a yang diakibatkan dcrigan di tct a pk.an nya 
Pere ruran ini di bc b an k ari pada An ggaran Pcn dapatan dan 
Bclanja Da era h Kabu patcri Kolaka Cq. Dokumen Pe laksanaan 
Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
maeing-masmg. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pengawasan terh aclap peluk snn aan sanksi pernotorigan 
tambahan pcnghasilan dilakukan oleh Ata sun La ngs u ng 
pcjabat./ pegawai sccara berje nj arig pad a musing-masing 
Satuan Kerj a Per angk at Daerah (SKPD) dan Tim Pen gawas 
terpadu yang di t ctapk an Bupaci Kolaka. 

BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal 10 

1111. 

perrnintaan 
V peraturan 

f. SKPD yang terlambat meriyerahlcan La p or art Ke uu.n gu n 
Tri wul an dan Scmcst.cr an , serta Lapor an Asel 
Rckoasiliasi pad a BPKAD sesu ai dengan wak cu yang 
diterapkan , maka dil a k uk a n pernotongan sobc sa r 50% 
u n ruk semua PNS pada SKPD yang bersangkucan; 

g. SKPD yang t erlarn bat mcnycrah kan RENSTRA, RENJA, 
TAPKJN, LAKIP clan LKPJ pada BAPPEDA, LPPD pad a 
Bagian Pemcrinlahar.t Sctda, dan RKA/ RK.1\P pada 
BAPPEDA/BPKAD s crt.a Penginputan Re n cari a Urnum 
Perigad aan (RUP) SKPD pada Bugi an Pcm barigu n an 
Setda s e s u ai dengan wakt u yang di tet aplcan , m aka 
dilakukan pernotorigan scbesar 50% urn uk sern ua P:-JS 
padu SKPD yang bersangkutan. 

(3) Kritcr!« dan j urnl ah pemot origan t am ba h ari perigh asil an 
sorta Iormat daftar hadir ASN sebagaimaria ayat (l) clan 
ayat (2) tcrcun turn d al arn Lampiran II, Larn pir.an If( dan 
La rnpi ru n IV pcraruran ini; 

(4) Contoh format pcrigaj u a n perhitungan 
pcrnbayaran tercarit u m d a l arn Larn pir an 
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J SEKRETARJS DAERAH f 
//.., KABUPATEN KOLAKA, ,... 

'-.I r-J. 
~ POITU MURTOP~ 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAK.A TAHUN 2017, NOMOR Ol 

Diundangkan di Kolaka 
pada tangga1 3 Jctnc1C1N :i.or 7 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 3 JQnuc,'l ~ o 17 

A.BUPATI KOLAKA,'-·-· 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

"BAB lX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pernberian Tambahan 
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Perubahannya Peraturan Bupati 
Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 12 
(1) Pembayaran Tambahan Pcnghasilan ASN wajib diterima setiap 

bulannya melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai 
pada PD. BPR Bahteramas Kolaka; 

(2) Perrnintaan LS SP2D Tambahan Penghasilan ASN SKPD dipindah 
bukukan pada Giro PD. BPR Bahteramas Kolaka yang ada pada 
Bank Sultra Cabang Kolaka. 
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I L BUPATI KOLAKA, \,~,..... 

PERHITUNGAN PERHITUNGAN 
BESARANPER PERHARI PERHARJ 

NO KRlTERJA JABATAN BULAN (6 bari (5 bar! 
kerja/ minggu) kerja/ minggu) 

(Rp) (Rp) (Rp) 
1 2 3 4 s 

A. PEJABAT STRUKTURAL : 
1 Eselon II.a 10,000,000 384,615 454,545 
2 Eselon ll.b 5.000.000 192,308 227,273 
3 Eselon 111.a 2,310,000 88,846 105,000 
4 Eselon Ill. b 2,156,000 82,923 98,000 
s Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan 1,859,000 71,500 84,500 

I 6 1,540,000 Eselon rv.a 59,231 70,000 
7 Eselon IV.b 1,430,000 55,000 65,000 

B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANC.AN NON SERTIFIKASI) : 
a. Golongan TV 715,000 27,500 32,500 
b. Golongan lll 611,000 23,500 27,773 
c. Golongan ll 517,000 19,885 23.500 
d. Golongan I 429,000 16,500 19,500 
e. Calon ASN semua Golongan 308,000 11,846 14,000 
f. Auditor/Pengawas Madya 1,500,000 57,692 68, 182 
g. Auditor/ Pengawas Muda 1,300,000 50,000 59,091 
h. Auditor J Pengawas Pertama 1,000,000 38,462 45,455 

c. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM : 
a. Golongan IV 838,000 33,000 39,000 

I b. Golongan Ill 715,000 27,500 32,500 
c. Golongan 11 616,000 23,692 28,000 
d. Golongan I 550,000 2 l, l 54 25,000 
e. Calon ASN sernua Golongan 308,000 11,846 14,000 

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN 

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
APARATUR SIPIL DAERAH DI LINGKUP 
PEMERJNTAH KABUPATEN KOLAKA 

TENTANG 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR : OL 7"/./CIN :J..0/7 
TANGGAL : 3 :J.ANll~/<1 :i.017 



1 

Tidak Masuk Tidak Apel Pagf Tidak Masuk Izin Sakit Tanpa Izin Saltit 
Kcrja Tanpa Kerja Jam 08.30 Tugas Belajar Cuti Dengan Surat 

NO KRITERIA JABATAN Keterangan dan Apel Siang • 14.15 WITA Surat Dokter Dokter 

(100%1 (50%1 (50%1 (100%) (100%) (75%) (50%1 
1 2 3 4 s 6 8 9 .10 

A. PEJABAT STRUKTURAL: 
I Eselon II.a 384,615 192,308 192,308 384,615 384,615 288,462 192,308 
2 Eselon 11.b 192,308 96, 154 96, 154 192,308 192.308 144.231 96,154 
3 Eselon lll .a 88,846 44,423 44,423 88.846 88,846 66,635 44,423 
4 Eselon 111.b 82,923 41,462 41,462 82,923 82,923 62,192 41,462 
5 Eselon IV.a sebagai Percncanaan/Keuangan 71,500 35,750 35,750 71,500 71,500 53,625 35,750 
6 Eselon IV.a 59,231 29,615 29,615 59,231 59,231 44,423 29,615 
7 Eselon lV.b 55,000 27,500 27,500 55.000 55,000 41,250 27,500 

B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 
(TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) : 
a. Golongan IV 27,500 13,750 13,750 2, ,500 27,500 20,625 13,750 
b. Golongan Ill 23,500 I 1,750 I 1,750 23,500 23,500 17,625 11,750 
c. Golongan II I 9,885 9,942 9,942 19,885 19,885 14,913 9,942 
d. Golongan I 16,500 8,250 8,250 16,500 16,500 12,375 8,250 
e. Calon ASN semua Golongan 11,846 5,923 5,923 I 1,846 11,846 8,885 5,923 
f. Auditor /Pcngawas Madya 57,692 28,846 28,846 57,692 57,692 43.269 28,846 
g. Auditor/Pcngawas Muda 50,000 25,000 25,000 50,000 50,000 37,500 25,000 

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI 
UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU 

: PEMBERJAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL DAERAH 
DI LINGKUP PEMERJNTAH KABUPATEN KOLA.KA 

TENT ANG 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR : 01 TA/,f(/N :i017 
TANGGAL .3 JANUA/l.f :J.Off 



~ 
!AHMAD~FEI 

, I 
A-sUPATI KOLAKA, \I-.-. 

2 

TldakMasuk Tldak Apel Pagl Tldak Masuk Jzin Sakit Tanpa Izln Sakit 
Kerja Tanpa Kerja Jam 08.30 Togas Belajar Cuti Dengan Surat 

NO KRITERIA JABATAN Keterangan dan Apel Siang - 14.15 WITA 
Surat Dolrter Doktcr 

(100%) (50%) (50%) (100%) (100%) (75%) (50%) 

1 2 3 4 5 6 8 '9 10 

h. Auditor/ Pengawas Pcrtama 38,462 19,231 19,231 38,462 38,462 28,846 19,231 

c. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM : 
a. Ooiongan IV 33.000 16,500 16,500 33,000 33,000 24,750 16,500 

b. Golongan lII 27,500 13,750 13,750 27,500 27,500 20,625 13.750 

c. Golongan ll 23,692 11.846 I I ,846 23,692 23.692 17,769 11,846 

d. Golongan r 21,154 10,577 10,577 21,154 21.154 15.865 10,577 

c. Caton ASN sernua Golongan 11,846 5,923 5,923 11,846 11.846 8,885 5,923 



2 

~ 
IAHMAD~FEI 

I . I MUPATI KOLAK.A,\,_ ,... 

Tidak Masuk Tldak Apel Pagi Tidak Masuk lzin Sakit lzin Sakit 
Kerja Tanpa Kerja Jam 08.30 Tugas Belajar Cuti Tanpa Surat Dengan Surat 

NO KRJTERIA JABATA.N Keterangan dan Apel Slang - 15.00 WITA Doktcr Dokter 

(100%1 (50%1 (50%) (100%) (100%) (75%) (50%1 

1 2 3 4 '5 6 8 9 10 

h. Auditor/Pengawas Pertama 45.455 22,727 22,727 45,455 45,455 34,091 22,727 

c. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM : 
a. Golongan IV 39,000 )9,500 19,500 39,000 39,000 29,250 19,500 

b. Golongan Ill 32,500 )6,250 16,250 32,500 32,500 24,375 16,250 

c. Golongan II 28,000 14,000 14,000 28,000 28,000 2t,000 14,0GO 

d. Golongan I 25,000 12,500 12,500 25,000 25,000 18,750 12,500 

e. caJon ASN semua Golongan 14,000 7,000 7,000 14,000 14,000 10,500 7,000 



1 

Tidak Masuk T!dak Apel Pagi 
T!dak Masuk lzin Saltit lzin Saltit 

Kerja Tanpa Kerja Jam 08.30 Tugas Belajar Cuti Tanpa Surat Dengan Surat 

NO KRITERIA JABATAN Keterangan 
dan Apel Siang · 15.00 WITA Dokter Dokter 

(100%) (50%) 150%) (100%) 1100%) (75%) (50%) 

l 2 3 4 ·5 6 8 9 10 

A. PEJABAT STRUKTURAL: 
I Esclon II .a 454,545 227,273 227,273 454,5~5 454,545 340,909 227,273 

2 Eselon ll. b 227,273 113,636 113,636 227,273 227,273 170,455 113,636 

3 Eselon ll l.a 105,000 52,500 52,500 105,000 105,000 78,750 52,500 

4 Eselon HI. b 98,000 49,000 49,000 98,000 98,000 73,500 49,000 

5 Eselon IV.a sebagai Pcrcncanaan/Keuangan 84,500 42,250 42,250 84,500 84,500 63,375 42,250 

6 Eselon IV.a 70,000 35,000 35,000 70,000 70,000 52,500 35,000 

7 Eselon lV.b 65,000 32,500 32,500 65,000 65,000 48,750 32.500 

B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 
(TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) : 
a. Golongan IV 32,500 16,250 16,250 32,500 32,500 24,375 16,250 

b. Golongan lll 27,773 13,886 13,886 27,773 27,773 20,830 13,886 

c. Golongan II 23.500 11,750 l 1,750 23,500 23,500 17,625 l J ,750 

d. Golongari I 19,500 9,750 9,750 19,500 19,500 14,625 <l,750 

e. Calon ASN semua Golongan 14,000 7,000 7,000 14,000 14,000 10,500 7,000 

f. Auditor/Pengawas Madya 68,182 34,091 34,091 68,182 68, 182 51, J 36 34,091 

g. Auditor/Pengawas Muda 59,091 29,545 29,545 59,091 59,091 44,318 29,545 

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARi 
UNTUK 5 (LIMA) HARi KERJA PER MINGGU 

LAMPIRAN Ill: PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR : 0 t T4.HCrN ~017 

3 .J A NC;A fl J ;J. 017 
: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL DAERAH 

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA 

TANGGAL 
TENT ANG 



1 

I A BUPATI KOLAKA,\.,. -· 

vv.A 
!AH.MAD s:;EI 

.................................... 

Kolaka, . 
PA/ KPA, 

dst. 
2 

2 l 

I NO NAMA / NIP GOL. Apel Pogl Apel Sore 
I Jam Kcrja 08.30-15.00 DL S I A · 07.15 15.15 1--~-1--~~~~~1--~~1--.;:..:.:..:..::~-1--~~~~~~~~~--':.::..:.::.=..........j~~-1--~+-~~~-l 

3 4 5 6 7 8 9 10 

PARAF KETERANGAN 

Hari 
Tanggal 

KOPSKPD 
(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu) 

.................................... 

Kolaka, . 

PA/ KPA, 

PARAF KE TERAN GAN 

NO NAMA / NIP GOL. Apel Pagl Apel Siaog 
07.15 

Jam Kerja 08.30-14,00 14.15 DL s I A 

. 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

I dst. 

Hari 
Tanggal 

KOPSKPD 
(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu) 

. 
FORMAT DAFTAR HADIR 

: CJ/ T-1.l-f(IN .:Z.017 
3 ,7,A A/(/,</(./ :J. 017 

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
APARATUR SIPlL DAERAH DI LINGKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KOLAKA 

'· 



••••••••••••••••a.,,•••••••••••••••" 

Pembuat Daftar , 

Kolaka, 20 . 

1 

l-BUPATI KOLAKA, \,{ 

\j~ ;! .. Ii AHr.tAb' SAf'EI 

.................................... 

Mengetahui : 
PA/KPA, 

POTO NGAN 

Krrteria Ju,nlah Tidak Tidal< Sakit Jumlah Jumlah 
Jum1alt 'fanda 

Jabatan I Masuk 
Tidal< Apel Masuk Kerja Tug as Sakit Tanpa Dengan PPh bersth yang 

NO Nama/NIP Per Bulan Pagi dan Cuti dst. Potongan Ko tor Terima 

Esclon I Kcrja Jam 08.30 - I3eSajar Surat Dokter Surat diterima 

Gclongnn Tanpa Kee 
Apel Siang 15.00 WITA Dokter 

(Rpl (Rp) (Rpl (Rp] (Rp) (Rp) (Rp) (Rp] (Rp) (RPI (Rp) (Rp) lRpl (Rp} 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13•(5 s/d 12 I 4=(4-13} 15=(14x .. %) 16•114· 15) 17 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

SKPD: .. 

CONTOH FORMAT 
PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN 

UNTUK BULAN TAHUN 20 . 

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOL,. , 
NOMOR : 0/ rANUN :J..017 
TANGGAL : 3 -7 '"NU 11./l./ :Z. 0'7 
TENTANG : PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL DAERAH 

DI LINGKUP PEMERJNTAH KABUPATEN KOLAKA 




